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PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka
sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini,
dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah
tangga di DIY menjadi persoalan penting yang harus segera ditangani.
Pemerintah DIY merespon persoalan tersebut dengan membuat beberapa
kebijakan guna mengatasi permasalahan sampah rumah tangga dan
sampah sejenis sampah rumah tangga. Kebijakan-kebijakan tersebut
diantaranya adalah peningkatan pengawasan pengelolaan sampah rumah
tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, baik dalam proses
pengurangan sampah maupun penanganan sampah. Optimalisasi peran
bank sampah dan TPST Piyungan juga menjadi salah satu kebijakan yang
akan diambil oleh Pemerintah DIY .

2. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah
tangga DIY terdapat beberapa kendala, diantaranya adalah kelebihan
kapasitas dan sudah lebih dari umur kelayakan fungsi TPST Piyungan
menyebabkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis
sampah rumah tangga tidak optimal. Kendala yang lain terkait peran

bank sampah dan kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang.
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Regulasi yang tidak tegas juga menjadi kendala dalam pengelolaan
sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diajukan beberpaa
saran sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah DIY berkaitan dengan pengelolaan sampah rumah
tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga perlu segera
dilaksanakan. Pengawasan pengelolaan sampah rumah tangga dan
sampah sejenis sampah rumah tangga harus dilakukan mulai dari hulu
sampai dengan hilir, artinya pengawasan dilak sanakan dari tingkat rukun
tetangga sampai dengan pemrosesan akhir di TPST Piyungan. Kebijakan
Pemeringtah DIY harus disertai dengan pengembangan kesadaran
masyarakat terhadap pentingnya mengelola sampah rumah tangga dan
sampah sejenis sampah rumah tangga yang baik. Pemerintah DIY juga
harus dapat memberdayakan dan memperhatikan masyarakat yang
terdampak penumpukkan sampah disekitar TPST Piyungan.

2. Kendala pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah
rumah tangga di DIY harus secepatnya direspon oleh Pemerintah DIY.
Pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis
sampah rumah tangga melalui mekanisme kerjasama pemerintah dengan
badan usaha guna peningkatan kinerja TPST Piyungan harus segera
diwujudkan. Pemerintah DIY juga perlu untuk tetap bekerjasama dengan

baik dengan Pemerintah kabupaten/kota, khususnya Kota Yogyakarta,
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Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul guna meningkatkan peran dan
fungsi bank sampah serta kesadaran masyarakat, melalui sosialisasi dan
pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah

rumah tangga.
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